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FIQH MUHAMMAD RASYID RIDILA:
AHL AL-KITAB DAN KHILAFAT

Abstrak:

Perbedaan pendapat dalam figh adalab suatu yang tidak terbindarkan.
Karena itu pula figh kerap diidentikkan dengan perbedaan pendapat. Di antara
persoalan yang sejak dulu senantiasa diperdebatkan dalam pemikiran figh adalab
masalah Abl a-Kitab dan Kbhilafah. Dalam masalab Abl al-Kitab, perbedaan
tidak hanya di seputar persoalan siapa saja yang masuk golongan abl al-kitab
tersebut, melainkan juga pada masalab definisi dan perkembangan makna abl al-
kitab itn sendiri. Perbedaan pendapat pada masalah-masalah tadi berimplikasi
pada plerdebatan yang lebib keras dalam persoalan status pernikahan seorang
muslim dengan abl al-kitab. Sementara itu dalam masalab Khilafah, perdebatan
juga muncul dalam hal kebarusan mendirikan institusi pemerintaban Islam yang
mengurusi masalah-masalah agama dan dunia umat Islam.

Sebagai salab seorang pemikir terkemuka di dunia Islam, Mubammad
Rasyid Ridla memiliki pandangannya tersendiri dalam kedua masalab di atas.
Dalam masalab abl al-kitab, model pemikiran liberal Ridla nampak dalam
gjtihadnya mengenai abli kitab. Baginya, golongan abl al-kitab tidak hanya meljputi
kelompok Yabudi dan Nasrani, melainkan juga umat beragama lainnya seperti
Hindu, Budbha, dan Konghucu. Namun demikian, pemikirannya yang liberal itu
tidak tampak pada pemikiran lentang khilafat. Baginya, umat Islam perlu
membangun kembali kbilafab Islamiyab sebagaimana yang pernab terjadi pada
masa kbulafa al-rasyidin.

Kata Kunci: .44/ al-Kitab, Khilafat, Ijtibad, Figh

I. Pendahuluan

Pemikiran figh Muhammad Rasyid Ridla yang akan diuraikan
berikut ini adalah berkenaan dengan masalah posisi Ab/ al-Kitdb dan
kbhilgfat. Kedua masalah ini dipilih dalam kajian ini karena pertama, masih
tetap merupakan peristiwa hukum yang mengandung perdebatan aktual
di tengah-tengah masyarakat. Kedua, penulis memilihnya karena kedua
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masalah tersebut merupakan pemikiran Rasyid Ridla yang mengandung
segi-segi kontroversinya. Pemikirannya tentang .4h/ al-Kitdb dinilai oleh
sementara pakar terkesan liberal, sedangkan pemikirannya tentang
khildfat dinilai wadisional.

I1. Ahl al-Kitab

Abl al-Kitdb merupakan salah satu segi ajaran Islam yang sangat
unik digambarkan dalam al-Qur’an. Keunikan itu dapat dikatakan karena
‘berarti Islam telah memberikan pengakuan tertentu kepada para
penganut agama lain yang memiliki kitab suci. Al-Qur’an menyebut kata
Abl al-Kitib dibeberapa tempat dengan istilah yang berbeda-beda seperti

terungkap dengan kata Utn al-kitib h.—’\.‘:g\ Vg )i ), Utn Nashiban ( § ji
\ni ), min al-Kitib (NS 58 ) al-Yabid (S g\ ), al Ladzina Hédu
(13o\a "ﬁ,vm ), Bani Isriil ( Jj\_rd! &) ) an-Nashira ( L.S)Lsa-‘-s‘ ) dan
istilah lainnya.

Penyebutan istilah A/ al-Kitib oleh al-Qur'an yang sangat
beragam menyebabkan lahirnya pengertian tersendiri pula, terutama, segi
pemahaman tethadap ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung 45/ al-Kitib.
Dalam hubungan ini, Quraish Shihab,I misalnya, mengakui bahwa ada
kesan umum .bila al-Qur'an menggunakan kata al-yahid maka isinya
adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka. Ia
mencontohkan kecaman tersebut terdapat dalam surat a/-Md’idat ayat 5,
atau ayat yang menunjukkan ketidakrelaan orang Yahudi dan Nashrani
terhadap kaum muslimin sebelum umat Islam mengikuti mereka (a/-
Bagarat120), atau pernyataan orang Yahudi atau tangan Allah
terbelenggu (a/Md'idat:64).

Bila al-Quran menggunakan kata alladina hidi, maka
kandungannya ada yang berupa kecaman, misalnya terthadap mereka yang
mengubah arti kata-kata atau mengubah dan menguranginya (an-
Nisd:46), atau mereka tekun mendengar untuk mnyebarkan kebohongan
(al-Md'idat:4), dan ada juga yang bersifat netral, seperti janji bagi mereka
yang beriman dengan benar untuk tidak mengelami rasa takut atau sedih.
(al-Bagarat.62).

Adapun kata Nashird kelihatannya tidak berbeda penggunannya
dengan al-ladiina hidi, terkadang digunakan dalam kaitan yang
menggambarkan sanjungan misalnya surat a/~Mdéidat (5:82) yang
menjelaskan gaya persahabatan akrab mereka dengan orang-orang Islam.
Tetapi dalam konteks lain digambarkan pula sikap kitidakrelaan Nashara
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tethadap kaum muslimin, seperti tersebut dalam surat a/-Bagarat (2:120),
sebelum kaum muslim mengikuti ajarannya.

Masih banyak sesungguhnya ayat al-Qur’an yang menggambar-
kan bermacam sikap 4h/ al-Kitib baik segi positif maupun' negatifnya,
yang jelas, menurut Quraish Shihab dalam -kesimpulan tulisanya
menyatakan:

1. Sikap al-Qur'an tethadap .4h/ al-Kitib pada dasarnya amat positif.
Tidak ada halangan sedikit pun untuk menjalin kerja sama dan
bantu-membantu dengan penganut Ah/ al-Kitib, serta penganut
agama lain dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

2. Kecaman yang terdapat dalam al-Qur’an, lebih banyak tertuju
kepada orang Yahudi dan kecaman tersebut lebih banyak
diakibatkan oleh sikap politik dan ekonomi mereka.

3. Betapa pun terdapat perbedaan agama dan keyakinan, namun
keadilan harus diperlakukan terhadap semua pihak.

4. Pengertian Ah/ al-Kitih dan cakupan makna serta implikasinya dalam
kehidupan sehari-hari —istimewa menyangkut perkawinan dan
binatang halal hasil sembelihan mereka- diperselisthkan oleh para
ulama. Dengan kata lain tidak wajar seseorang dianggap
menyimpang dati ajaran Islam, bila ia memilih salah satu pendapat
yang telah diuraikan di atas, dan dalam saat yang sama sikap kehati-
hatian yang diambil oleh sekian banyak umat dapat dinilai sebagai
sikap terpuji.2

Rasyid Ridla merupakan salah satu ulama modern juga
menguraikan cakupan (makna) A5/ al- Kirdb,” termasuk mengenai hukum
perkawinan A/ al-Kitdb. Menurut Rasyid Ridla*, pengertian (cakupan)
Abl al-Kitib tidak boleh dibatasi hanya kepada kaum Yahudi dan
Nashrani tetapi juga mencakup Kaum Majusi, Shabr’'in, Hindu, Budha,
Konfisius dan Shinto.

Pendapat demikian didasatkan pada kenyataan sejarah dan
informasi al-Qur’an bahwa semua umat sebelum diutusnya Rasulullah
Saw telah diutus seorang Rasul sebagai petunjuk kepada kebenaran.
Mengenai ini dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

-
I

P SR ST 2N °.>/4.”¢ R T vE
i g U U) &l e Ofy Vpddy 1l 35 BEL G

”Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan *- membawa
kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
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peringatan. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada
padanya seorang pemberi peringatan” (Q.S. Fathir : 24).

Hanya saja, sebagian di antara mereka tidak diinformasikan oleh
al-Qur’an, seperti dijelaskan dalam ayat berikut:

e et o Sy B e SR S Al 16 L))

“Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah
Kami kisahkan kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak
Kami kisahkan tentang mereka kepadamu...”(Q.S. An-Nisa :164).

Demikian pula firman Allah;
o iy e Ealad e agte G e () Wl U

“Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul
sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan
kepadamu dan di antara mereka ada g;ula) yang tidak Kami
ceritakan kepadamu” (Q.S.Al-Mu'min : 7 .

Di samping menggunakan argumen al-Quran, Ridla juga
menggunakan argumen hadits yang menerangkan tindakan Nabi
menetima jizyah dari kaum Majusi Bahrain dan menolak jizyah dari kaum
Musyrik Arab. Dalam hadits tadi—yang diriwayatkan oleh Malik dan
Syafr’i, Nabi bersabda: '

B Sy O @l 1JB Olgh ol o Sl e A W
o8 Mo o @y p ol osf op B S Gl 4l
o S5 ol e Ol el o8 o p doft ( ier
o AN s B ga sl G ol S gy b J
o L o8l g 15l gako il J gy Coannd ugal 1 e
5 R t : £ . . . -
07003 (JSTY ) vgild 86 pe O
"Telah menceritakan ke adaku, Yahya dari Malik dari Ibnu
Sythab, ia berkata: ”Tegah sampai kepadaku berita bghwa
Rasulullah telah memungut jizyah dari kaum Majusi Bahrain . Ia
juga telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ja’far bin
Muhammad bin Ali dan baf)aknya, bahwa Umar bin Khattab

mendatangi kaum Majusi, lalu 1a berkata: “Saya tidak tahu
bagaimana aku harus . berbuat terhadap mereka” lalu
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Abdurrahman bin ‘Auf menyahut: “Aku bersaksi sungguh telah
kudengar Rasulullah berkata: “Perlakukanlah mereka itu
sebagaimana kamu (memperlakukan) Ah/ a/-Kitdb (hanya yang
tidak boleh adalah) mengawini perempuan-perempuan mereka
dan makan sembelihan-sembelihan mereka”.

Menurut Ridla kata pengecualian yang disebut terakhir dalam
hadits di atas, tidak benar, sebagaimana diterangkan oleh para ahli hadits,
namun hal itu terkenal di kalangan para ahli figh.6 \

Walaupun kepastian asal kitab-kitab suci menjelaskan 44/ a/-Kizib
untuk kedua kelompok Yahudi dan Nashani dengan sifat-sifat (karakter)
khusus mereka, tidak berarti bahwa di dunia ini tidak ada .44/ a/-Kitib
selain mereka. Al-Qur’an, menurut Ridla, telah mengutus Rasul dalam
setiap umat untuk membawa berita gembira dan ancaman dan bersama
mereka pula Allah menurunkan kitab suci dengan ajaran keadilan.
Sebagaimana juga penggunaan umum gelar ulama untuk sekelompok
manusia yang memiliki kelebihan khusus, tidak mesti berarti ilmu hanya
terbatas kepada mereka (Yahudi dan Nashrani) dan tidak ada pada orang
lain.”

Uraian di atas menegaskan adanya argumen Ridla yang tidak
terhenti pada argumen yang bersifat normatif, ia juga menjelaskan
argumen-argumen rasionalnya dalam menjelaskan cakupan makna 44/ a/-
Kitdb, seperti klaim ilmu atau gelar ulama yang merupakan kelebihan-
kelebihan khusus, tidak mungkin hanya dikuasai oleh dan diberikan pada
komunitas tertentu (dalam hal ini Yahudi dan Nashrani) sehingga tidak
terdapat pada komuntas lain.

Nurcholish Madjid melihat adanya perkembangan makna .44/ a/-
Kitib secara rasional semata-mata sebagai dampak perkembangan budaya
dan peradaban Islam yang gemilang, sebagai hasil kosmopolitanisme
berdasarkan tata masyarakat yang terbuka dan toleran.®

Dengan demikian, menurut penulis, pemeluk agama yang ada
sekarang, selain Yahudi dan Nashrani, adalah jelas bahwa ajaran mereka
dan kitab suci yang dipegangnya juga wahyu yang dibawa oleh para Nabi
dan Rasul terdahulu. Akan tetapi, dalam perkembangan agama-agama
tersebut mengalami perubahan di tangan pemeluknya. Sebab, agama
Nashrani saja yang jarak waktunya dengan Nabi Muhammad Saw tidak
begitu lama ternyata mengalami perubahan yang sangat tajam.

Perubahan itu terjadi pada tataran yang paling prinsip, terutama,
dari keaslian kitab-kitab suci yang dijadikan acuan mereka (Yahudi dan
Nasrani) sehingga perubahan pada aspek akidah dan perilaku yang tidak
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sejalan dengan pesan-pesan kenabian dalam menegakkan keadilan dan
kebenaran.

KKonsekwensi dari perubahan yang bersifat prinsip menyebabkan
perbedaan pandangan di kalangan ulama di dalam menyikapi segala
aspek yang berhubungan dengan .4/ al-Kitib. Termasuk apabila umat
Islam mengadakan perkawinan dengan 4b/ al-Kitib. -

Dalam menyoroti kasus perkawinan dengan Ab/ al-Kitib, para
ulama sepakat tidak membolehkan perkawinan tersebut bila dalam
perkawinan terdapat pihak laki-laki .44/ alKitdb yang mengawini
petempuan muslimat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apabila
pihak laki-laki muslim yang mengawini wanita .44/ al-Kitdb.” »

Jumhur Ulama dan kalangan mazhab empat sepakat membolehkan
laki-laki muslim melakukan perkawman dengan _Ab/ al-Kitib. Dasar
hukum yang dipergunakan ulama 1ini adalah firman Allah surat a/-Ma'idat
ayat 5; s

vﬁ J’ u\..ﬁ\ \_,.v_,\ da.\.“ e\ab) A_J\::h“ CSJ J:-\ é}J\
unu\.:a:’r-o.h} uujd\dnuw\’j;.ejs}rvga\ab)

g\-a;c; :.{53}‘r\£ :;!‘s}o...;\; E\ rﬂ.ﬂ u.n ULSJ\ 1;;}\ u;..d\

l:..r b u\.cﬁlb g ‘,o) OV ‘5.\::.4: Y) pdls

I

f»bd\wo)?'ﬂ\@}b)w
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu dan
makanan kamu %1{'1 pula bagi mereka. (Dan dihalalkan
mengawini) - wanita-wanita yang menjaga kehomatan di antara
wanita-wanita yaxé% mukminah dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatannya antara orang-orang yang diberi al- Kltab
sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan
udaﬁ (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa ang
kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Is
maka hapuslah amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-
orang merugi” .

Berbeda dengan pendapat Jumhur adalah pendapat Ibnu Umar,
Syi’at Imémiyyat dan sebagian Syi'at Zaidiyat. Mereka berpendapat tidak
membolehkan (haram) mengadakan perkawinan dengan 4h/ al-Kitib.
Dasar yang dipergunakan oleh kelompok ulama ini adalah firman Allah

surat a/-Bagarat ayat 221: . _
4 o 4 :’:/ - 2 ° st s t: oo
"Ofﬁ"s’e\g,ﬁd“?&, ¥
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“Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan
musyrikat sehingga mereka beriman...”

Perbedaan dua kelompok ulama di atas disebabkan oleh
pemahaman dan penafsitan mereka terhadap lafazh “wausyrikat” yang
terdapat dalam surat a/-Bagarat ayat 221 tersebut di atas. Ulama Jumhur
memahami lafaz musyrikat tersebut sebagai kata yang tidak mencakup
makna Ab/ al-Kitdb, karena Allah berfirman dalam surat a/-Bagarat ayat
105; “orang-orang kafir dari .44/ al-Kitib dan orang-orang musynk tidak
menginginkan diturunkannya suatu kebaikan”. Dalam ayat ini, kata
Jumhur, terdapat huruf ‘ashaf yang fungsinya menghubugkan lafazh
“musyrikin” dengan _4h/ al-Kitib dalam makna dua kata atau dua kalimat
yang berlainan. Dengan demikian secara zhahirnya berarti lafazh
“musyrikat” tidak mencakup makna Ah/ al-Kitib. Sedangkan ulama Syiat
baik Imamiyyat maupun Zaidiyyat memahaminya sebagai kata yang
mencakup A4/ al-Kitab.

Di samping alasan di atas, mereka juga berbeda pandangan dalam
hal mempersoalkan posisi #dsikh dan mansikh. khususnya ayat yang
berkaitan dengan .45/ al-K:téb di maksud. Menurut Jumhur Ulama, syurat
al-Md'idat ayat 5 yang menghalalkan makanan 44/ a/-Kitah tidak dapat
- dinasah oleh surat a/-Bagarat ayat 221 yang mengharamkan perkawinan
dengan wanita musyrik, karena ayat tersebut turunnya belakangan dari
_ pada surat al-Baqarah ayat 221. Dalam konteks ini Jumhur memperkuat

argumennya dengan kaidah tafsir: “ayat yang belakangan datang adalah - 8

yang dapat menasah ayat yang datang permulaan” ( ey 2 Of astah
oSt Y auzll ), sedangkan ulama Syi'ah berpendirian sebaliknya sehingga
mereka mengharamkan mengawini wanita 4h/ al-Kitab.?

Selain ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum, Jumhur
ulama juga menggunakan dasar hukum hadits yang diriwayatkan oleh
Abdurrahman bin Aufr.a.;

wl‘j}.«)u\@,.b JUuLg.ad\thdcggf-ub

& B o8 (JFog el ust e By W oy ade
wﬁ\;&u\h}\wﬁwu\uﬁ&w*&dﬂvb

ot AN ks B er a3 sl GBS ) b Jw,«f"

,‘JA‘M".M_}..» J}b"—w\-&ﬂ\ d}w) Ctomnd .\.e..d\ J_}Q
‘ .mh:&f\'}l}ﬁwébﬁ;g\.ﬁ\,
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"Telah menceritakan ke adaku, Yahya dari Malik dan Ibnu
Syihab, ia berkata: “Telah sampai kepadaku berita bghwa
Rasulullah telah memungut jizyah c?ati kaum Majusi Bahrain . Ia
juga telah mencertakan kepadaku dard Malik, dari Ja’far bin
Muhammad bin Ali dari bapaknya, bahwa Umar bin Khattab
mendatangi kaum Majusi, Exlu 1a berkata: “Saya tidak tahu
bagaimana aku . harus = berbuat terhadap = mereka” lalu
" Abdurrahman bin ‘Auf menyahut: “Aku bersaksi sungguh telah
kudengar Rasulullah berkata: “Perlakukanlah mereka itu
sebagaimana kamu (mempetlakukan) .44/ al-Kitib (hanya yang
tidak boleh adalah) mengawini perempuan-perempuan mereka
dan makan sembelihan-sembelihan mereka”.

Dalam hal tersebut, Abdul Muta’al Muhammad Al-Jabry
mengemukakan alasan tidak dibolehkannya mengawani wanita .44/ a/-
Kitdb di zaman jahiliyah, secara historis bahwa wanita Ab/ al-Kitib pada
zaman itu digolongkan wanita musyrikah yang merupakan wanita
penyembah berhala karena mereka menjadikan patung-patung dan

 berhala sebagai sekutu Tuhan. Pada waktu itu wanita-wanita A4h/ al-Kitib

masih disejajarkan hukumnya dengan wanita musyrikah sehingga haram
hukumnya mengawini wanita 44/ al-Kitab.

Setelah umat Islam bertambah banyak dan kuat, demikian pula
setelah masyarakat Islam di Jazirah Arabia menjadi masyarakat berkuasa,
maka hilanglah kehawatiran adanya dampak negatif yang diakibatkan
wanita non muslimah dalam rumah tangga muslim sehingga wanita 44/
al-Kitib, yang telah memeluk agama Kristen dan Yahudi, diperbolehkan

dinikahi oleh laki-laki muslim.!!

- Selain pendapat ulama salaf di atas, dalam uraian ini, perlu juga
dikemukakan bagaimana pendapat ulama modetn seperti Sayyid Qutb,
al-Mududi dan Muhammad Rasyid Ridla. Sayyid Qutb tampaknya tidak
mendukung pendapat Jumhur Ulama yang membolehkan perkawinan
muslim dengan Ah/ al-Kitib. Ia berpendapat bahwa wanita kitabiyah yang
mencakup Yahudi dan Nashrani merupakan golongan agama yang
berakidah trinitas, yang mempercayai adanya tiga Tuhan. Oleh karena itu,
ia dengan tegas mengharamkan umat Islam mengawini wanita .44/ al/-
Kitdb. Pendapat ini mengacu pada dasar hukum hadits:

o e 13] O jas ol oigu o Wl i W
S O, e O JB A ety A padl 2SS
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Qutaibah dan Lais meriwayatkan dari Naf?’, sesungguhnya Umar

E{emah ditanya tentang hukum mengawini kaum Nasrani dan
ahudi. Umar menjawab: “Allah telah mengharamkan wanita-

wanita musytik atas kaum mu’min dan saya tddak menjumpai

suatu syirtk yang lebih besar daripada gerkataan wanita kitabiyah

%anlﬁ‘ menyatakan bahwa Isa a.s. adalah Tuhannya”.!? (T—KR.
ukhari).

Tokoh modern yang agaknya sedikit berbeda dengan pendapat
Sayid Qutb adalah al-Maududi. Ia berpendapat bahwa perkawinan
dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh. Menurut Maududi, pada
orang-orang non muslim dapat dibedakan dalam dua kelompok.
Pertama, kelompok yang peradaban dan kepercayaannya sangat jauh dari
agama Islam seperd kaum penyembah berhala dan kaum Atheis.
Mengawini kelompok ini hukumnya haram mutlak. Kedua, kelompok
yang agak dekat dengan Islam seperti orang-orang Ah/ al-Kitih yang
percaya pada Allah dan hari akhir. Islam membolehkan mengawini
wanita dari kelompok ini, apa bila dalam keadaan darurat atau terpaksa.
Al-Maududi memperkuat pendapatnya berdasarkan surat a/-Ma ‘idat
ayat 5;

el o 5% B 5 s B 8 vyl G Ly

“Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di har
akhirat termasuk orang-orang merugi”.

Pada ayat ini, demikian al-Maududi, terselip peringatan bahwa
mengawini wanita non muslimah dapat mengancam keimanan. Jadi,
jelaslah bahwa syari’at Islam hanya membolehkan menikahi wanita
kitabiyah dalam keadaan dan kebutuhan yang luar biasa. Dengan kata
lain, hukum Islam memperbolehkan mengadakan perkawinan dengan
wanita kitdbiyyat dengan catatan merupakan hukum rukbshat (keringanan
hukum).

Adapun menurut pemikiran Rasyid Ridla, mengenai hukum
perkawinan dengan .Ah/ al-Kitib kelihatannya sangat sejalan dengan
. paradigma awal pemikiran Ridla ketika memahami makna (cakupan) A5/
al-Kitib. Sebagai telah diperlihatkan Ridla yang memasukkan umat
Hindu, Budha dan Konghucu, selain tentunya umat Yahudi; Nashrani
Majusi dan Shabt’in dalam definisi 4h/ al-Kitab.

Pemahaman semacam ini telah menunjukkan sikap (pemikiran)
Ridla yang bersifat inklusif (moderat) kepada adanya kelompok agama
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lain. Dengan kata lain, Ab/ al-Kitdb adalah kelompok beragama yang
harus dihormati karena secara implisit al-Qur’an mengisyaratkan bahwa
Allah sebenamya telah mengirim utusannya kepada setiap. umat untuk
mengabarkan janji dan ancaman Tuhan dengan membawa kitab suci dan
ajaran keadilan (Q.S. 23:24-25);13

éw}bwuobf‘;ﬁuﬁwg\.g\ _,.a\.::\c-»uj)
W] bJo\;’ J)J.G.; ;.e..n \.Jar) (YT‘)J—J\J,.A\ ‘:‘J S
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“Dan sesungguhnya telah karm berikan kepada Musa al-Kitab
(Taurat), maka janganlah kamu - (Muhammad) ragu-ragu
menerima (al-Qur’an) dan kami jadikan al-Kitab (Taurat) itu
petunjuk bagi Bani Israil. Dan Kami jadikan di antara mereka itu
pemimpin-pemimpin zang memberi petunjuk dengan perintah
‘Kami ketika mereka bersabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat
Kami. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memberikan
keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang
seglu mereka perselisihkan padanya

Kelanjutan  sikap modefat Ridla ditunjukkan pula oleh
pemahamannya dalam menafsitkan ayat al-Qur’an surat alMd’7dat ayat
51, yang melarang mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan
Nashrani. Menurut Ibnu Jarir, ayat tersebut turun berkenaan. dengan
sikap Yahudi Bani Quraizhat yang, rnenghmnau petjanjian dengan Nabi
Saw.
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‘ m‘ d‘°,° bu 0}/:/ a.zz "”g_u f
Pl g Y A O A eg-"‘p-ejﬁwjgﬂfi Y
Loned L)

“Hai orang-orang yang benman janganlah kamu mengambil
‘orang-orang  Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-
' pemimpinmu; sebahagian mereka adalah pemimpin sebahagian
yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka

menjadi i mimpin mereka.” Sesun uhnya Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang zhalim”

Berdasarkan konteks turunnya ayat, Ridla berpendapat bahwa
larangan mengangkat seorang pemimpin dari kelompok agama lain hanya
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berlaku apabila mereka memerangi atau bermaksud jahat terhadap kaum
muslimin. Bahkan, menurutnya, bukan saja umat Yahudi, umat Islam

~pun bila berbuat sadis dan jahat tidak pantas diangkat menjadi
pemimpin. Oleh karena itu, ia mengkrittk dengan amat tajam pandangan
beberapa ulama tafsir —seperti Al-Baidlawi dan Az-Zamakhsyari— yang
menjadikan ayat ini sebagai larangan bersahabat dengan orang-orang
Yahudi dan Nasrani secara mutlak. Banyak pengajar, demikian Ridla,
hanya merujuk kepada Tafsir Al-Baidlawi dan Az-Zamakhsyari sehingga
wawasan pemahaman mereka tethadap ayat dan hadits menjadi dangkal.
Apa lagi keduanya hanya memilki sedikit pengetahuan hadits, dan
keduanya pun tidak banyak merujuk kepada pendapat salaf.1¢

Sejalan dengan sikap dan pemikirannya yang moderat (inklusif)
itulah, Ridla tampaknya membolehkan umat Islam menikahi wanita
kitabiyah. Ah/ al-Kitdh, menurusnya, tidak dapat dikategorikan dengan
kaum musyrik sebagai disebut dalam surat a/-Bagarat ayat 221. Kaum
musyrik yang disebut dalam ayat itu adalah musyrik Arab yang tidak
mempunyai kitab dan sangat awam; penyembah berhala yang ketika itu
bertempat tinggal di kota Makkah.!?

Lebih jauh Ridla mengatakan bahwa memang ada sebagian yang
berpendapat menggolongkan Ah/ al-Kitib sama dengan kaum musyrikin.
Hal ini didasarkan pada surat a/-Bagarat ayat 105, yang menyebut orang-
orang kafir dari Ah/ al-Kitib dan kaum musyrik merupakan dua
kelompok yang tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan.
Padahal, kata Ridla, di dalam ayat tersebut terdapat huruf ‘athaf yang
menghubungkan lafal musyrikin dengan .44/ al-Kitdb. Huruf ‘athaf itu
berfungsi menghubungkan antara dua kalimat yang berlainan (wa al-athfu
_yaqtadli al-Mughayyarat) sehingga tidak benar bila .44/ al-Kitib digolongkan
(disamakan) dengan kaum musyrikin.14

Mengenai surat a/-Md'idat ayat 5, yang menurut sementara ulama,
dinasah oleh surat 4/ Bagarat ayat 221, Ridla tidak sepakat dengan
pendapat tersebut. Ia menempatkan posisi surat a/-Md’idat ayat 5 bukan
‘dalam posisi dinasakh tetapi berdiri sendiri sehingga ayat itu tetap dalam
konteks .44/ al-Kitib yang tidak tergolong musyrik.!?

Pendapat ini sejalan dengan konsep naseh-mansuh yang
dikemukanan Rasyid Ridla sendiri. Menurutnya, bila ayat itu dinaseh oleh
ayat lain berarti telah tejadi perubahan hukum (¢abdi! al-hukm). Dengan
kata lain hukum yang betlaku (pada ayat) pertama dihapus-dengan
menggunakan hukum kemudian. Perubahan ini tetjadi didasarkan oleh
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perubahan situasi dan zaman sehmgga penerapan hukum men)adl lebih
baik (mashlahat).?

Jadi, jelaslah dalam kontek ayat yang berkenaan dengan Abl al-
Kitib di atas tidak terjadi prinsip #dsikh mansiikh sehingga hukumnya tetap
berlaku sebagai .4h/ al-Kitib bukan sebagai musyrik.
Selanjutnya dalam memperkuat dasar dibolehkannya menikahi
wanita &#dbiyyar, Ridla mempergunakan dasar kaidah figh;

0 ke adl 3 > ;g:»y 3 ALY o1 O
“Bahwa segala sesuatu itu pada pt1n51pnya dibolehkan, kecuali
setelah ter apat nas yang rnelarangnya

Substansi kaidah ushul d1 atas dltun]ukkan oleh Ridla dengan
mengacu pada ayat al-Qur’an surat an-Nisd’ ayat 24: :

. ‘SJ: Yy G Pﬁyf,

" Berdasarkan surat an-Nisd- ayat 24 dan kaidah di atas, Ridla
berpendapat bahwa perkawinan dengan wanita kitabiyah dibolehkan dan
tidak ada alasan untuk dilarang, termasuk dengan wanita Majusi.

Menurut Ridla, dengan mengutip pendapat Ibn al-Mundir, surat
an-Nisd’ ayat 24 (dihalalkan bagimu setelah yang demikian), menunjukkan
kebolehan dari dalil yang bersifat umum, yang sebelum ayat tersebut,
terkandung ayat yang melarang bentuk-bentuk perkawinan secara khusus
dan terperinci. Larangan terperinci itu meliputi larangan . perkawinan
dengan bapak, ibu, anak, saudara, paman dan ibu susu. Jadi, tegasnya, di
luar perkawinan yang dilarang di atas, kecuali dengan wanita pezina,
dibolehkan melakukan perkawman 21 Jadi, dilihat dari prinsipnya yang
sangat berpegangteguh pada nash al-Qur'an, maka pemikiran Ridla
mengenai diblehkannya perkawinan Islam dengan Ab/ al/-Kitab, tidak lain
merupakan sikap konsistensinya . di‘dalam menerapkan metode ijtthad
yang mengutamakan al-Qur'an sebagai sumber utama.

Pendapat Ridla ini diikuti pula oleh para ulama modern seperti
Maulana Muhammad Ali dan Abdul Hamid Hakim seorang ulama yang
berasal dari Sumatra Barat. . Muhammad Ali menyatakan bahwa
perkawinan dengan wanita musyrik atau laki-laki musyrik dilarang, tetapi
perkawinan dengan penganut lain dibolehkan. Pendapat ini berdasarkan

kepada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa wahyu ilahi diturunkan
kepada sekalian bangsa di dunia . (Q.S. Fathir, 35:24), kecuali kaum
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musyrik bangsa Arab yang belum pernah menerima wahyu (Q S as-
Sajadat, 32:3 dan S Ydsin, 36:0).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Muhamad Ali menyimpulkan
bahwa orang Islam hanya dilarang kawin dengan kaum musyrik bangsa
Arab. Sedang perkawinan dengan wanita yang menganut agama lain
dibolehkan Kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Budhis, dan Hindu (Shikh
masuk bagian Hindu), semuanya tergolong kaum _Ah/ a/-Kitébh. Walaupun
- agama Kiristen dewasa ini sudah berbau Syirik karena ' kesalahan
penganutnya dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai Allah atau -
Anak Allah, mereka tetap diperlakukan sebagai .4h/ a/-Kitih. Maka dari
itu, wanita Hindu dan wanita Majusi halal dikawini, sama seperu wanita
Kong Fu Tse, wanita Budha dan wanita Tao.?

Pendapat yang sama juga dikemukakan Abdul Hamid Hakim
bahwa Majusi, Shdbzin, penyembah berhala dari India, Cina dan yang
serupa dengannya seperti orang-orang Jepang, semuanya termasuk
kelompok 4h/ al-Kitih yang menganut ajaran tauhid sampai sekarang.
~ Relatias sejarah dan informasi al-Qur'an menunjukkan bahwa semua
umat dibangkitkan rasul (Q.S. Fathir, 35:24 dan Q.S. ar-Ra'd, 13:7),
karena itu kitab-kitab suci mereka termasuk kitab samawi. Tetapi dalam
petkembangan sejarah, kitab-kitab suci mereka mengalami perubahan
sebagaimana perubahan yang tetjadi dalam kitab Yahudi dan Nasrani.
Karena mereka termasuk .45/ al-Kitdb, perkawinan dengan mereka
hukumnya boleh.?

Dikaitkan dengan konteks kehidupan bermasyarakat yang
semakin pluralis, pemikiran Ridla di atas dapat menjadi wacana segar.
dalam upaya menghargai agama-agama lain dan menempatkan agama itu -
bersama-sama dan saling toleransi menegakkan aktivitas sosial kehidupan
bermasyarakat. Adapun pemikiranya yang membolehkan laki-laki muslim
menikahi 45/ al-Kitib, menurut penulis, tidak dapat dilakukan, apa lagi di
negara Indonesia yang tidak sedikit dari kalangan muslim maupun

- - muslimat yang terseret ke dalam akidah (ideologi) agama lain- (Krlsten)

setelah melakukan perkawinan dengan non muslim.

Perkawinan Muslim (muslimat) dengan non Islam yang: merusak
kemashlahatan dan menghancurkan akidah umat lsam ini, ‘jelas tidak
dapat dipertahankan dan harus di larang dengan tegas. Penulis - setuju
dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memfatwakan
secara tegas tentang larangan perkawinan antara muslim (muslimat) =
dengan non Islam pada tanggal 1 Juni 1980. Lengkapnya fatwa MUI itu
tertulis sebagai berikut; '
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1. Perkawinan wanita mushmah dengan laki- lak1 non  muslim adalah
haram hukumnya. '

2. Seorang laki-laki muslim dlharamkan mengawini wanita bukan
muslim ‘

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita .44/
al-Kitih terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa
mafsadasaya lebih besar dari pada  mashlahatnya, Majelis Ulama
Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

II1. Khilafat

Gerakan reformis ]amaluddln dan Muhammad Abduh yang
menyerukan rehabilitasi umat Islam dan’ reorganisasi kekuatan politik
umat Islam, sangat berpengaruh pada pemikiran muridnya, Rasyid Ridla.
Gerakan guru yang bendeologl salaﬁyah diamini- oleh murid (Ridla)
dengan menggali - prinsip- pnnsxp iman dan ajaran- ajaran Islam yang
benar.

Dalam konteks ini, Ridla melihat perlunya mereformasi sistem
‘hukum  Islam - dan mempérbaiki ‘pemeriftahan Islam yakni. sistem
kekhahfahan Menurut Ridla, sebagaimana dikutip  Esposito, sistem
politik  yang  benar adalah sistem politik  yang didasarkan pada
musyawarah antara Khalifah dan Ulama yang merupakan pembimbing
bagi penafsiran-penafsiran atas hukum Islam B

Ridla mendefinisikan &bélifar 2 dalam satu makna dengan al-Imimat
al- ‘U“fbma dan Imdrat al-Mukminin,. yang artinya suatu lembaga yang
“mengurus pemerintahan Islam untuk kemashlahatan agama dan dunia. Ia
juga tampaknya setuju dengan Taftazam seorang ulama kalam, yang
mendefinisikan  khilafah - sebagai institusi - di masa pemerintahan
Rasulullah yang berfungsi mengatur kepentmgan umum baik masalah
agama maupun dunia.? S

Ridla ‘juga kellhatannya setuju dengan pengertlan khilafah yang
dikemukakan al-Mawardi; bahwa - didirikannya khilafah ialah untuk
menjalankan fungsi kenabian ‘dalam melindungi agama dan mengatur
dunia. Sementara ar-Razzy, yang juga di kutip Ridla,” mendefinisikan
khilafah dengan ‘tambahan  mengaitkan' (gayyid) pada kata syakbshy
(individu). Lengkapnya definisi itu- adalah: khilafah ‘ialah institusi yang
berfungsi mengatur kepennngan umum balk agma maupun dunia bagi
setiap individu.?8 SR
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Dari definisi ini dapat ditangkap penjelasan bahwa Ridla dengaﬁ
ulama yang dikutpnya memehami bahwa pemerintahan (negara)-

merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Agama “'

akan menjadi subur den terawat degan baik manakala negara dapat
menjaga dan mengelolanya dengan baik, demikian pula negara akan
terhindar dari kehancuran dan pelanggaran undang-undang bila agama
berfungsi sebagai landasan moral bagi penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, mendirikan negara atau mengangkat Imam, Ridla = :

sependapat dengan ulama salaf, hukumnya wajib syar’.; suatu hukum'yang
tidak didasarkan pada akal semata. Dasar hukum yang digunakan adalah
pertama, ijma’ Sahabat, dasar ini menjadi pegangan karena para sahabat
telah mendahulukan penditian pemimpin pemerintahan (sebagai
pelanjut)  sebelum dilakukan pemakaman Nabi. Kedua, tidak akan
sempurna sesuatu, kecuali dalam sesuatu itu ada kewajiban menegakkan
(pemerintahan) peraturan hukum untuk membendung = berbagai
pelanggaran dan kekacauan. Ketiga, dengan mendirikan negara berarti
~ dapat mewujudkan kemasalahatan dan menymgklrkan mara- bahaya
~ karena itu hukumnya wajib berdasarkan jma’.

Di samping alasan di atas, Ridla menggunakan dasar hukum hadits
Nabi riwayat Muslim:

REC 00 _,Aj) ols Wi Sl Slaa oy & Lo Wk
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Abdullah bin Mu’ad al-‘Anbari dan ‘Ashim (Ibnu Muhammad bin
Yazid) meriwayatkan dari Nafi’ ia berkata; Abdullah telah datang
g)(ada Ibnu Abdullah bin Muthi’ pada saat situasi Pemerintahan
azid bin Muwawiyyah memanas. Lalu Abdullah berkata pada

Abdillah  bin Mul “Lempar! bantal itu pada Bapak
Abdurrahman”, “saya datang pada anda tidak untuk duduk-

dudukan tetapi datang untuk menyam alkan suatu hadits .yang -

Pernah saya dengar dari Rasulullah (hadits 1tu) adalah: °

‘Barang siapa yang tidak loyal pada (pemermtahan Yazid bin

Mu’awiyyah), maka 1a akan bertemu Allah di hari kiamat dengan
tanpa Augjat, dan barang siapa yang mati tanpa sumpah setia (pada -
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pemerintah), maka ia telah matl dengan mati ]ahlhyyah” (H.R.
Muslim).

Mengenai bagaimana mekanisme pengangkatan pemimpin, Ridla
cukup puas dengan menguraikan  secara  historis mekanisme
pengangkatan pemimpin yang dilakukan olen para sahabat sepeningal
Nabi. Menurut Ridla, pengangkatan pemimpin di masa sahabat betapa
pun dilakukan sangat simpel, namun sistem pembe’atan yang didasarkan
pada prinsip musyawarah oleh beberapa komponen, hakekamya telah
mempetlihatkan penegakkan demokrasi.

Ridla tidak sepakat dengan pendapat ulama yang mengabsahkan
pengangkatan pemimpin didasarkan oleh pembe’atan satu orang. Untuk
menegakkan prinsip musyawarah (demokrasi), pengangkatan pemimpin
(imam) harus dilakukan melalui musyawarah jama’ah. Ridla menunjuk
pengakatan pemimpin secara musyawarah jama’ah adalah seperti
pembe’atan Umar terhadap Abu Bakar. . '

Oleh katena itu, ia sangat membenarkan Umar yang membantah
keras suatu pendapat yang menyatakan sah diangkatnya seorang
pemimpin hanya oleh pembe’ atan satu orang tanpa musyawarah
. jama’ah.’0

Persoalan pengangkatan pemimpin Negara dalam teori politik
Islam, memang, dipandang sebagai persoalan paling mendasar. Boleh jadi
~ hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi pemimpin negara dalam
~ kelangsungan hidup sebuah pemerintahan (negara). Bahkan, kata
- Suhrasytani, begit pentingnya masalah’ pengangkatan pemimpin negara
ini sehingga dapat memicu timbulnya berbagai perpecahan dalam Islam
. ke dalam beberapa golongan.3! A

Mekanisme ‘péngangkatan kepala negara sepanjang sejarah Islam
dapat dikatagorikan ke dalam dua pola, yaitu pengangkatan berdasarkan
nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan sydrd atau pemilihan.
Pola pertama dianut oleh kaum Syr'ah, sedangkan pola kedua
dlperaktekkan oleh kelompok Sunni. Menurut kelompok Syi’ah,
- pemimpin negara harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat.
“Golongan Sunni memandang hadits-hadits tersebut tidak mutawatir
sehingga tidak memadai untuk dijadikan dalil.

Menurut golongan Sunni, pengangkatan kepala negara itu harus

" berdasarkan kepada pilihan umat atau yang lazim disebut dengan sysra.2
Alasannya adalah: Pertama, karena tidak adanya nash yang qath’i tentang
siapa penggant Nabi sebagai kepala negara Islam. Kedua, karena prinsip
pemerintahan dalam Islam itu berdasarkan sy#r@®* Secara lebih rinci Abu
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Zahrah menjelaskan bahwa kalangan jumhur 4/ as-Sunnat sepakat
bahwa pelaksanaan syura dalam pengangkatan kepala negara  dapat
ditempuh melalui tiga cara: Pertama, melalui pemilihan bebas yang
dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa ada pengangkatan  atau
penunjukkan seseorang,; kedua, pengangkatan atau penunjukkan dari
khalifah yang berkuasa terhadap seseorang yang bukan tergolong
kerabat; ketiga, pengangkatan atau penunjukkan oleh khalifah yang
berkuasa terhadap beberapa orang, tiga atau lebih yang merupakan
tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya d1p111h salah
satunya menjadi kepala negara. 34

Dari ketiga mekanisme pengangkatan pemimpin pemerintahan,
Ridla lebih memantapkan pada pilihan mekanisme musyawarah. Menurut
‘Ridla, musyawarah merupakan instansi tertinggi bagi Imam (pemimpin)
negara dalam menetapkan segala problem kenegaraan ketika problem
tersebut tidak terdiktum dalam nash atau ijma’ yang sah, terutama
menyangkut urusan yang didasarkan pada kemashlahatan umum. Bahkan
Ridla lebih jauh melihat musyawarah sebagai metode untuk menerapkan
ajaran Islam sejalan dengan perubahan zaman dan tempat.

Dalam pandangan Ridla, musyawarah memang dinilai sangat
berguna buat memecahkan segala persoalan’kenegaraan. Akan tetapi, ia
tidak sepakat menempatkan musyawarah sebagai “pemutus mutlak”
(bakiman muthlagan) yang seolah-olah segala persoalan dapat diselesaikan
oleh yang bernama musyawarah. Menurutnya, musyawarah yang menjadi
pegangan mutlak adalah musyawarah yang mengacu pada al-Qur’an,
sunnah Nabi dan cara yang dilakukan Kbulafi’ ar-Rasyidin.36

Dari uraian ini tampak sekali Ridla ingin mempertahanakan
ptinsip-prinsip musyawarah yang tidak keluar dati apa yang secara tegas
digariskan Rasululah dan bahkan diperaktekkan oleh Khaulafa’ ar-Résyidin
di zamannya. Ia memandang apa yang telah dilakukan para khalifah di
zaman sahabat, termasuk cara-cara penegakkan musyawarah, merupakan
contoh yang sangat ideal untuk dilanjutkan oleh umatnya di kemudian
hari.

Dari sini dapat ditangkap persentuhan pemikiran Ridla dengan
keinginannya menghidupkan kembali sistem khilafah zaman sahabat.
Paradigma yang dikemukakannya ialah bahwa ia merasa kecewa kepada
Pemerintahan Turki dan para pembesar-pembesarnya yang selalu tunduk
pada kekuasaan Inggris. Mereka mempunyai pemerintahan  tapi
hakekatnya menjadi alat penguasa Inggris.
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Rasyid Ridla mencontohkan bagaimana = Pemerintahan  Turki
Usmani di masa kekuasaan Abdul Hamid, yang menjadi alat penguasa
Inggris dengan menjalankan roda pemerintahan yang absolut.  Akan

- tetapil 1a raja yang tidak mempunyai jiwa melainkan hanya kekuasaan

sultan yang ditakuti oleh rakyatnya. Masyarakat (umat) menjadikanya
sebagai pembuat undang-undang di atas undang-undang syara’, yang
menyebabkan masyarakat tidak berani mempertanyakan upaya
penegakkan syati’ah Islam baik di bldang ibadah, mu’amalah, politik
maupun peradaban.

Keadaan lebih gawat lagi ketlka pemerintahan Turki dlpegang oleh
pemerintahan yang melakukan konspirasi dengan pihak asing untuk
membenci kaum muslimin. Peristiwa politik yang demikian memilukan
menimpa pada pemerintahan Sultan Turki, menurut Ridla tidak boleh
terulang lagi pada pemerintahan Islam lainnya. Sebab bila hal ini terjadi
(secara betlarut-larut), fungsi pemerintahan menjadi tidak efektif bahkan
untuk mendirikan sebuah partai dan organisasi-organisasi sosial pun di
dalamnya tidak lagi relevan.

Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang efektif bukanlah
pemerintahan ~ yang seolah-olah - secara simbolis . spritual  telah
menjalankan undang-undang berdasarkan kekuasaan legislatif dan
eksekutif, - padahal kenyataan melakukan sebaliknya. Pemerintahan
efektif, menurut Ridla, ialah pernerintahan yang di dalamnya terdapat
kekuasaan legislatif dan yudikatif yang berfungsi mengawasi secara ketat
perjalanan pemerintahan.>

Pengawasan dilakukan dalam satu sistem oleh Ab/ al-Hall wa al-
‘Agd yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dilakukan
berdasarkan musyawarah.’® Lembaga ini bergerak mengangkat dan
mengawasi sistem pemerintahan dan bahkan berkuasa mencabut
kekuasaan pemerintahan apabila pemerintahan tersebut melanggar

undang-udang syara’, berlaku sangat otoriter dan melakukan ketidak
adilan.

Di lembaga Ab/ al-Hall wa al- Aqd ini berkumpul orang-orang yang
dipandang cakap dan memmiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut ulama
figh, Ab/ al-Hall wa al-‘Aqd diartikan dengan orang-orang yang
mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini
dirumuskan ulama figh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak
sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.?” Tugasnya
antara lain memilih khalifah, Imam  kepala negara’ secara langsung.
Karena itu, A4/ al-Hall wa al-‘Aqd juga disebut al-Mawardi sebagai .44/ al-
Ikhtiyar (golongan yang berhak memilth). % '
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Paradigma yang digunakan ulama dalam merumuskan .44/ a/-Hall
wa al-‘Aaqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama
yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan,
Anshar da Muhajirin. Mereka ini oleh ulama Figh diklaim sebagai .44/ a/-
Hall wa al-‘Aqd yang bertindak sebagai wakil umat.4! xWalaupun
sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali
bersifat sepontan atas dasar tanggung jawab umum - terhadap
kelangsungan keutuhan umat dan agama, Namun kemudian kedua tokoh
itu mendapat pengakuan umat.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa .44/ a/-Hall wa
al-‘Aqd merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berke-
dudukan sebagai wakil-wakil rakyat yang salah satu tugasnya memilih
khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem
pemerintahan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama figh, dan
kecendrungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara
tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsinya sama
seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai
lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya
merupakan wakil-wakil rakyat dalam pemilu, yang salah satu tugasnya
adalah memilih persiden. Akan tetapi, dari segi yang lain tidak berarti
identik.

Pernyataan ulama figh yang menyebut .44/ a/-Hall dan wa al-‘Agqd -
sebagai kumpulan orang yang mempunyai legalitas kepercayaan
masyarakat (rakyat), kelihatannya masih abstrak. Belum dijelaskan secara
kongkrit kelompok-kelompok sosial yang mana yang dapat dikaragorikan
sebagai Ahl al-Hall wa al-‘Agd. Apa kualifikasinya, bagaimana
hubungannya dengan rakyat dan mekanisme apa yang digunakan untuk
memperoleh kedudukan terhormat itu.

v Rasyid Ridla menjelaskan lebih kongkrit kelompok sosial yang
petlu didudukan ke dalam posisi .Ab/ al-Hall wa al-‘Aqd, yaitu mereka
yang mendapat legalitas kepercayaan masyarakat (umat) terdiri dari para
~ ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk
kemashlahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin
perusahaan, para pemimpin politik dan para tokoh wartawan.*?

Cakupan Akl alHall wa al-‘Algd tersebut sangat lugas
mencerminkan perwakilan dari berbagai unsur (komponen) masyarakat.
Ditambah dengan #/u al-amr sebagai pemegang kekuasaan.. Ke dua
kekuasaaan baik A4/ al-Hall wa al-‘Aqd maupun «lu al-amri bekerja sama
dalam arti masing-masing menjalankan fungsinya. .45/ a/-ﬂa//‘waba/-i/!qd ‘
(badan legislatif) bertugas merumuskan kebijakan dan mengawasi
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jalannya pemerintahan, sedangkan #/x al-Amr (badan ekskutif) bertugas
menjalankan kebijakan itu dalam roda pemerintahannya. Inilah yang
menurut Ridla merupakan ketjasama yang menggambarkan kekuasaan
umat dan jama’at (s#/that al-ummat wa ma’na al-jama’'ad) 3

Maksud kerjasama. antara kedua kekuasaan itu tidak berarti -
kekompakan yang saling mentolerir penyimpangan, ketja sama itu
mengandung arti sikap terbuka kekuasaan pemerintah (s#/that at-tanfidg)
dalam menerima kontrol yang sangat kuat dari kekuasaan legislatif
(murdagabat  al-munfizd). Dari- kerjasama demikian diharapkan roda
pemerintahan -secara efektif dapat menjalankan program dan misinya,
terutama, dalam memenuhi kemashlahatan umat (al-mashlahat al-
‘ammat) dan menghilangkan bahaya publik (a/-mafsdat al-‘Gmmai).

Pola kekuasaan umat semacam ini, menurut Ridla,  petnah
dipraktekkan oleh para sahabat a/-Kbhulafa’ ar-Rasyidin yang mengandalkan
kekuasaan ummat melalui pengawasan dan musyawarah oleh A4/ al-Hall
wa al-‘4gd. Bahkan Abu Bakar di awal pelantikan kepala pemerintahan
menawarkan diri untuk selalu dikoreksi (kontrol) oleh rakyatnya bila di
satu saat kepemimpinannya melakukan penyimpangan (melanggar
undang-undang syari’ah). Hal ini terefleksikan dalam pernyataannya; 4

“Kini aku telah memimpin anda sekalian, bila ternyata dalam
kepemimpinanku tidak berjalan lurus, aku mohon anda untuk
“meluruskannya, dan bila dalam kepemimpinanku berjalan baik aku
mohon anda untuk mengikutinya”. '

~ Pola kepemimpinan (pemerintahan) era sahabat dalam bentuk
khilafah seharusnya menjadi panutan, namun amat disayangkan sistem
yang baik ini telah disinggalkan oleh generasi muslim berikutnya.

Dalam pandangan Ridla, kaum -muslimin belakangan telah
mengkoyak-koyak sistem khilafah dan menggantinya ke dalam sistem
pemerintahan kerajaan yang menekankan kepentingan ‘ashabiyyat dan
sistem waris kerajaan. Pemerintahan tidak lagi berjalan berdasarkan
undang-undang syara’ yang diangkat dan diawasi oleh Ab/ al-Hall wa
al’Agd melaui musyawarah.

Akan tetapi, pemerintahan kemudian berjalan dalam karakter
kerajaan (#/3 thabi’at al-mulk), yaitu dengan dua ciri has; pertama dengan
pergantian- kepemipinan langsung diwariskan ke anak-anaknya secara
turun temurun, dan kedua berciri: has ashabiyyat Akibatnya, menurut
Ridla, umat manusia pada saat itu lebih banyak terperangkap ke dalam
dua hal yang amat buruk itu. Perkembangan kemudian, secara internal
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pemerintahan mengalami pertumpahan darah. Sementara di luar pun ada -
yang menggmgmkan kembali ke jalan petunjuk Islam yang agung.%

Kondisi demikian dinilai Ridla sebagai peristiwa yang amat buruk
yang mengalahkan kemashlahatan besar. Sebenarnya yang diharapkan
akan menggalakkan peinerintahan khilafah adalah Sultan 'Abduli Hamid
pada masa pemeritahan Turki Utsmani, namun dengan sikap yang
absolut menandingi undang-undang syarr’ah, kehancuran pun terjadi.
Apa lagi setelah  kedatangan pemerinthan yang sekuler dibawah
kepemimpinan Musthafa Kamal Pasa semakin merobek-robek sistem
Khildfat Islimiyyat. ‘

Oleh karena itu, kondisi pemerintahan Islam yang sudah berada
dalam wabah (bencana) besar ( 84-dll £l ), obatnya menurut Ridla
adalah membangun (menegakkan) kepemimpinan (éhyd’ manshab al-
Imamal) yang memfungsikan Ab/ al-Hall wa al-‘Aqd yang mendapat
legalitas kepercayaan masyarakat untuk menegakkan hukum Islam yang
- benar. Yaitu hukum yang paling baik buat kaum muslim maupun umat
manusia pada umumnya.

Dalam hukum Islam menyatu kuat antara kedalian dan persamaan
(egaliter), memelihara kepentingan publik, mencegah kerusakan, dan
melindungi kaum tertindas (kaum lemah). Semua itu, demikian Ridla,
merupakan misi pemerintahan di bawah naungan hukum Islam dalam
upaya menanggulangi bahaya masyarakat dari pemerintahan materialistis
yang akan membawa mayoritas masyarakat ke dalam filsafat kekacauan.

“Untuk mencapai ke arah itu, menurut Ridla, tidak ada pilihan lain
~kecuali dengan mendirikan pemerintahan sistem Khilifat  Islimiyyat.
Dengan demikian menjadi tugas dan kewajiban para pembaharu Islam
untuk menjelaskan bentuk pemerintahan Islam yang sangat cocok
dengan perkembangan zaman ini, dan bahkan sangat berbeda dengan
- undang-undang apa pun di segala zaman. Kemudian - berusaha
memuaskan tokoh-tokoh berpengaruh yang berada di negeri Islam yang
- diharapkakan terlaksananya  kemashlahatan ini. Di samping itu,
kelebihan-kelebihannya dengan pemerintahan lain di seluruh dunia dapat
dijelaskan. Termasuk strategi-strategi kemungkinan pelaksanaannya.
Selanjutnya* mencegah semua pandangan keliru tentang Kbhilifat
Islimiyyat baik yang datang dari orang-orang Perancis maupun orang—
- orang yang sedang frustasi.

Firman Allah dalam surat an-Nir ayat 55;
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"Dan Allah telah betjanji kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu dan mengerjakan amal-amal 'yang saleh bahwa Dia
sungguh-sungguh akan menjadikan merel¥ %erkuasa di bumi,
sebagaimana Dia telah men]adlkan orang- orang yang sebelum
merc:%(a berkuasa .. « ,

Membangun pemerintahan sistem khilafah diakui Ridla sangat
mudah tetapi sekaligus ujian yang harus dicoba. Langkah awal yang
dimajukan untuk itu, menurutnya, harus menciptakan undang-undang
dasar sejalan dengan tuntutan keadaan (masa) dalam melindungi agama,
mensiasati pemerintahan Islam dan kemashlahatan umat. Untuk
pembuatan undang-undang ini agar direncanakan melalui langkah-
langkah gradual hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariyyar. Setelah
itu, kepada masyarakat yang masih memandang syari’ah Islam tidak
sejalan dengan peradaban dan kebudayaan agar dikemukakan argumen-
argumennya secara rasional.

Dalam upayanya mempersiapkan pemerintahan sistem khilafah,
Ridla mengusulkan agar didirikan pusat pendidikan tinggi yang dapat
mencetak kader pemimpin-pemimpin Islam besar. Dari mereka itu
kemudian - dipilih pemimpin dewan khilafah khusus, para legislator,
pemberi fatwa yang semuanya ahli dalam jjtihad. -

Di pusat pendidikan tinggi itu, perlu juga dikembangkan
konsentrasi kajian ilmu pengetahuan undang-undang pemerintahan,
ilmu perbandingan agama, sejarah Islam, ilmu sosiologi, dan tentang
lembaga-lembaga keagamaan sepert: fatikan. ~

Apabila dari madrasah (pendidikan) tinggi itu lahir salah seorang
pemimpin atas dasar pemilihan lembaga indipenden (Ah/ al-lkhtiyar),
kemudian oleh Ah/ al-Hall wa al-‘Aqd, suatu lembaga kepercayaan umat,
telah dibe’at, maka individu maupun masyarakat cukup beralasan untuk
mengakui orang tersebut sebagai pemimpin umat pengganti Nabi.

Umat manusia wajib mematuhi pemimpin tersebut sepanjang tidak
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari’ah, yang
ditetapkan berdasarkan nas al-Qur’an dan Sunnah. Di samping itu, umat
tidak diperbolehkan menentang hasil ijtihad yang dilakukan oleh Imam
karena Imam adalah mujtahid yang bertugas menetapkan halal dan
haram berdasarkan kemashlahatan umat.4’
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Pemikiran Rasyid Ridla tentang perlunya pembentukan sistem
pemerintahan  khilafah sebagaimana di masa Nabi dan Sahabat,
tampaknya  merupakan misi kuat untuk membangun kembali hubungan
sosial di antara umat dan syari’ah. Upaya ini sangat penting guna
memulihkan tatanan sosial politik Islam yang telah di rusak oleh
pemerintahan kerajaan otoriter dan intervensi hukum Barat (sekuler)
yang tidak mengacu pada hukum Allah dan sunnah Rasul (syari’ah).

Dari sinilah terlihat ijtthad Rasyid Ridla diterapkan dalan konteks
pemikiran Figh Siyasat. Suatu ijtihad yang ingin menempatkan posisi
syari’ah sebagai undang-undang hukum negara yang mampu menangkal
kemafsadatan dan menarik kemashlahatan. Alternatf ini ditempuh
karena -sistem pemerintahan yang tidak lagi menerapkan syari’ah,
terutama di negara-negara dunia Islam, telah mengalami keancuran.
Prinsip iniia pegang dengan mengacu kepada kaidah fighiyyar,

t\..,al\ TS L;LG e:LE.a doldll 98

Dalam konteks ini, pemikiran Ridla hampir sejalan dengan
pemikiran polittk Ibnu Taymiyah yang kerap menjadi sumber acuannya
di dalam menuangkan karya-karya ilmiah besarnya. Ibnu Taimiyah
menggulirkan pemikiran perlunya ditemukan hubungan baru antara
ummah dan syar’ah di saat runtuhnya kekhalifahan Baghdad,
kekhalifahan boneka di Mesir dan ancaman-ancaman militer dari
pasukan-pasukan Mongol dan Kristen. Ia ingin menegakkan kembali
nilai-nilai dan kewajiban Islam yang prinsipil dan menciptakan kembali
sebuah masyarakat yang mematuhi hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Namun demikian, Ibnu Taimiyah menolak sistem kekhalifahan dan
-mengajukan prinsip ketja sama baik dalam politik nasional maupun
internasional. Ia tampaknya berbeda dengan Ridla yang menekankan
formalisme hukum Islam dalam negara sebagai hukum yang tidak
bertentangan dengan zaman modern, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih -
kepada menginterpretasikan kembali pemahaman syar’’ah agar sesuai
dengan kondisi modern tanpa formalisme Islam dalam negara.#

IV. Kesimpulan

- . Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemikiran (ijtthad)
tenang A/ al-Kitab tetjesan agak liberal, namun bila dicermati terdapat
sisi lain yang sesunggunya masih mengadopsi pemikiran ulama salaf.
Demikian pula pemikiran politik Ridla agaknya, cukup mengagetkan
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- sebagian pemikir Islam yang dahulunya menempatkan pemikiran Ridla
sebagai seorang pembaharu, penganut pemikiran Muhammad Abduh
yang modernis. Akan tetapi kini ia kembali befikir tradisional dengan
menyuarakan perlunya dibangun sistem Khilfat Islimiyyat yang pernah
dipraktekkan di era salafi, zaman para Khulafa’ ar-Risyidin.

Barangkali inilah kekecewaan yang tergambar dari seorang
intelektual Islam Syafi’i Ma’arif, yang tidak mampu memahami pemikiran
Ridla. Menurutnya, kita gagal sepenuhnya memahami pandangan
‘Muhammad Rasyid Ridla yang ingin mengembalikan bentuk
kekhilafahan Quraisy dalam kehidupan politik umat dalam konteks abad
ke-20 ini. Pandangan serupa ini tidak saja tidak sah menurut al-Qur’an,
tetapi juga sebagai suatu kerja sia-sia dalam rangka memutar jarum jam
ke belakang kembali.#?

Penilaian semacam ini sangat wajar diberikan kepada seorang
pemikir kaliber Ridla, akan tetapi tidak berarti Ridla berfikir sempit dan
picik. Sebab, apa yang digagaskannya baik mengenai peristiwa hukum
atau realitas sosial merupakan hasil penalaran akal melalui- metodologi
jjtihad. -
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